KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN
2023 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Menimbang

Mengingat

DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa untuk mendapatkan bakal calon anggota Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota yang berkualitas dan berkompeten serta
memberikan peluang bagi bakal calon anggota Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota untuk mengikuti seleksi tertulis dan tes
psikologi, perlu menambah jumlah bakal calon anggota
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota  yang lulus penelitian
administrasi;

bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota belum memenuhi kebutuhan Komisi
Pemilihan Umum dalam memperoleh bakal calon anggota
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota yang berkompeten sehingga perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
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Menetapkan

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor S Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023
tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.

Pasal I
Ketentuan Pasal 22 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 104) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22
(1) Tim Seleksi melaksanakan Penelitian Administrasi bakal
calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
terhitung sejak pendaftaran.
(2) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara:
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a. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan
pemenuhan persyaratan bakal calon anggota KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. memeriksa nama bakal calon anggota KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota di sistem informasi partai
politik untuk memastikan bakal calon anggota KPU
Provinsi dan KPU  Kabupaten/Kota  bukan
merupakan anggota dan/atau pengurus partai
politik pada saat mendaftar;

c. memeriksa kesesuaian, kebenaran, dan keabsahan
persyaratan bakal calon anggota KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota;

d. memeriksa nama bakal calon anggota KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota di sistem informasi
pencalonan untuk memastikan bakal calon anggota
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bukan
merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

e. melakukan penilaian terhadap dokumen
administrasi pemenuhan persyaratan bakal calon
anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dan huruf d nama bakal calon
anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
tercantum dalam sistem informasi partai politik dan
sistem informasi pencalonan, Tim Seleksi melakukan
klarifikasi pada saat tahapan Wawancara.

(4) Tim Seleksi menetapkan bakal calon anggota KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Penelitian
Administrasi, masing-masing paling banyak 20 (dua
puluh) kali dari jumlah yang dibutuhkan.

Pasal 11
Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.
HASYIM ASY’ARI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 173

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt Kep undang-Undangan,

Andi Krisn§
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